
 

KEPALA DESA PRAYUNGAN 

KABUPATEN BOJONEGORO 

 

PERATURAN KEPALA DESA PRAYUNGAN 

NOMOR 05 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG 

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN  DAN TAMBAHAN TUNJANGAN 

PENGHASILAN KEPALA DESA,  PERANGKAT DESA, BPD, RT-RW 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA PRAYUNGAN 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian besaran anggaran sesuai 

Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pewrubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019, maka 

perlu disusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan atas 

Peraturan kepala desa nomor 3 tahun 2019 tentang 

penghasilan tetap, tunjangan, dan tambahn tunjangan 

penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, dan 

RT/RW. 

  b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa 

Tentang Perubahan atas Peraturan kepala desa nomor 3 

tahun 2019 Penghasilan tetap, tunjangan, dan tambahan 

tunjngan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, 

RT/RW dan lembaga Desa lain sebagai Pedoman 

Pelaksanaanya. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 



Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

2.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

3.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); 

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa sebagaimana diubah menjadi Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 

tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan 

Kabupaten/Kota Kepada Desa; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 

tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

14. Peraturan  Bupati  Bojonegoro  Nomor  46  Tahun  2014 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa; 



15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 tahun 

2010 tentang Desa; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 tahun 

2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintahan Desa; 

17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang 

Pedoman umum pengelolaan ADD, bagi hasil pajak, bagi hasil 

retribusi untuk desa di kabupaten Bojonegoro sebagaimana 

talah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 

tahun 2017; 

18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang 

Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 

Desa; 

19. Peraturan Bupati Bojoneogro Nomor 46 Tahun 2018 tentang 

Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok; 

20. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 

21. Peraturan Desa Nomor 01 tahun 2019 Tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) tahun 2019; 

22. Peraturan Desa Nomor 03 tahun 2019 Tentang Pedoman 

Penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Tambahan 

Tunjangan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, 

RT/RW; 

23. Peraturan Desa Nomor 06 tahun 2019 Tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 

2019; 

 

KEPALA DESA PRAYUNGAN 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN 

PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 3 TAHUN 2019 

TENTANG PENGHASILAN  TETAP, TUNJANGAN, DAN 

TAMBAHAN TUNJANGAN PENGHASILAN KEPALA DESA 

DAN PERANGKAT DESA, BPD DAN RT – RW. 

 

 



Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Tambahan Tunjangan Penghasilan Kepala 

Desa, Perangkat Desa, BPD, RT-RW diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), (3) dan ayat (7) diubah, dan ayat (4), (5), (6) 

dihapus, sehingga berbunyi: 

Pasal 4 

(1)Selain menerima Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 3, 

Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Tunjanganyang bersumber 

dari APBDesa; 

(2) Tunjangan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a. Tunjangan  Jabatan 

b. Tunjangan Kesehatan  

(3) Besaran Tunjangan Jabatan adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Desa menerima tunjangan jabatan sebesar Rp. 4.445.000,- 

b. Sekretaris Desa menerima tunjangan jabatan sebesar Rp. 2.406.840,- 

c. Kepala Dusun Prayungan  menerima tunjangan jabatan sebesar 

Rp.1.657.350,- 

d. Kepala Dusun Medalem Barat menerima tunjangan jabatan sebesar 

Rp. 1.657.350,- 

e. Kepala Seksi Pemerintahan menerima tunjangan jabatan sebesar Rp. 

1.658.750,- 

f. Kepala Seksi Kesejahteraan menerima tunjangan jabatan sebesar Rp. 

1.657.350,- 

g. Kepala Seksi Pelayanan menerima tunjangan jabatan sebesar Rp. 

1.697.500,- 

h. Kepala Urusan Perencanaan menerima tunjangan jabatan sebesar Rp. 

1.660.500,- 

i. Kepala Urusan Tata Usaha / Umum menerima tunjangan jabatan 

sebesar Rp. 1.658.050,- 

j. Kepala Urusan Keuangan menerima tunjangan jabatan sebesar Rp. 

1.697.500,- 

(4) Dihapus. 

(5) Dihapus  

(6) Dihapus  

(7) Besaran Tunjangan Kesehatan untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan 

sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. 



a. Kepala Desa menerima Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 70.000,- 

b. Sekretaris Desa menerima Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 

55.410,- 

c. Kepala Dusun Prayungan  menerima Tunjangan Kesehatan sebesar 

Rp. 40.150,- 

d. Kepala Dusun Medalem Barat menerima Tunjangan Kesehatan 

sebesar Rp. 40.150,- 

e. Kepala Seksi Pemerintahan menerima Tunjangan Kesehatan sebesar 

Rp. 38.750,-. 

f. Kepala Seksi Kesejahteraan menerima Tunjangan Kesehatan sebesar 

Rp. 40.150,- 

g. Kepala Seksi Pelayanan tidak menerima Tunjangan Kesehatan. 

h. Kepala Urusan Perencanaan menerima Tunjangan Kesehatan 

sebesar Rp. 37.000,- 

i. Kepala Urusan Tata Usaha / Umum menerima Tunjangan 

Kesehatan sebesar Rp. 39.450,- 

j. Kepala Urusan Keuangan tidak menerima Tunjangan Kesehatan. 

(8) Kepala Desa dan Perangkat desa yang bersetatus Pegawai Negeri Sipil 

hanya memperoleh tunjangan jabatan. 

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi: 

Pasal 5 

(1). Selain menerima Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 

(3) dan tunjangan sebagaiaman dimaksud dalam pasal (4) Kepala desa 

dan perangkat Desa, menerima tambahan tunjangan penghasilan yang 

bersumber dari pengelolaan tanah bengkok. 

(2). Tambahan tunjangan penghasilan dari Pengelolaan tanah bengkok 

dalam satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ( satu ) adalah 

sebagai berikut: 

a. Kepala Desa menerima Tambahan tunjangan penghasilan sebesar 

Rp. 120.000.000,- 

b. Sekretaris Desa menerima Tambahan tunjangan penghasilan 

sebesar Rp. 55.000.000,- 

c. Kepala Dusun Prayungan  menerima Tambahan tunjangan 

penghasilan sebesar Rp. 30.000.000,- 

d. Kepala Dusun Medalem Barat menerima Tambahan tunjangan 

penghasilan sebesar Rp. 30.000.000,- 



e. Kepala Seksi Pemerintahan menerima Tambahan tunjangan 

penghasilan sebesar Rp. 28.000.000,- 

f. Kepala Seksi Kesejahteraan menerima Tambahan tunjangan 

penghasilan sebesar Rp. 28.000.000,- 

g. Kepala Seksi Pelayanan menerima Tambahan tunjangan 

penghasilan sebesar Rp. 25.000.000,- 

h. Kepala Urusan Perencanaan menerima Tambahan tunjangan 

penghasilan sebesar Rp. 25.000.000,- 

i. Kepala Urusan Tata Usaha / Umum menerima Tambahan tunjangan 

penghasilan sebesar Rp. 25.000.000,- 

j. Kepala Urusan Keuangan menerima Tambahan tunjangan 

penghasilan sebesar Rp. 25.000.000,- 

3. Ketentuan pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi: 

(1) Selain menerima Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam 

pasal (3) dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) dan 

Tambahan tunjangan penghasilan pada pasal (5), Kepala Desa dan 

Perangkat Desa dapat memperoleh penerimaan lain yang sah yang 

bersumber dari APBDesa. 

(2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa Honorarium pengelola keuangan dengan perhitungan 

maksimal 1 % dari jumlah total APBDesa, sebesar Rp. 29.000.000,- 

(3) Besaran honorarium pengelola keuangan desa sebagaimana 

dimaksud ayat (2) diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 kali 

dalam setahun. 

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dubah, sehingga berbunyi: 

(1) Badan Permusyawaratan Desa menerima tunjangan maksimal 

sebesar  7.5 % (Tujuh setengah persen) dari tiga puluh perseratus 

jumlah APBDesa. 

(2) Besaran Tunjangan BPD diterima setiap bulan pada tahun anggaran 

berjalan , dengan rincian sebagai berikut : 

a. Ketua : Rp. 900.000,- 

b. Wakil Ketua : Rp. 800.000,- 

c. Sekretaris : Rp. 800.000,- 

d. Anggota masing-masing : Rp. 600.000,- 

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dubah, sehingga berbunyi 



(1) Ketua Rukun Tetangga ( RT ) dan ketua Rukun Warga ( RW ) 

menerima insentif diterima satu tahun dengan besaran sebagai 

berikut : 

a. Masing-masing Ketua Rukun Tetanga mendapat : Rp. 110.000/bulan 

b. Masing-masing ketua Rukun Warga Mendapat: Rp. 110.000/bulan 

 

Pasal II 

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa. 

 

 

Ditetapkan di : Prayungan 

Pada tanggal  : 29 Oktober 2019 

KEPALA DESA PRAYUNGAN 

 

ttd 

 

Drs. H. IMAM ROFI’I 

 

Diundangkan di  : Prayungan 

Pada Tanggal  : 29 Oktober 2019 

Sekretaris Desa Prayungan 

 

ttd 

 

TANAYA JUWITA RAHAYU 

BERITA DESA PRAYUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 05 

 
Salinan Sesuai dengan Aslinya 

Sekretaris Desa Prayungan 
 
 
 
 

TANAYA JUWITA RAHAYU 

 

 
 


